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ABSTRAK 

Perilaku kerja inovasi perlu dimiliki setiap Aparatur Sipil Negara sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan pelayanan publik dengan optimal dan memiliki daya 

saing memadai di era dinamis. Program Inovasi Birokrasi pemerintah 

mendorong berbagai pelatihan agar para Aparatur Sipil Negara memiliki 

budaya inovasi hingga tercapai kinerja inovasi. Penelitian ini berupaya 

mencari hubungan antara pelatihan kepemimpinan pengawas dengan 

pembentukan budaya inovasi dan kinerja inovasi. Penelitian bersifat 

kuantitatif dengan variabel diturunkan dari dimensi Innovative Behavior 

Inventory/ IBI oleh Martin Lukes dan Ute Stephan; terdiri dari 4 aspek, 

kemudian diturunkan menjadi 7 variabel, dan selanjutnya disusun menjadi 24 

indikator. Responden terdiri dari peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 

(PKP) di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan 

Timur. Penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara pelatihan 

kepemimpinan terhadap pembagunan budaya inovasi dan kinerja inovasi, 

baik dari pihak individu maupun penerapan pada lembaga. Hasil penelitian 

kemudian dikaji secara teoritis sesuai teori dasar variabel penelitian, dan 

dikaji secara manajerial. Kedua kajian tersebut memiliki hasil bahwa pelatihan 

merupakan faktor penting bagi inovasi birokrasi di Indonesia dan perlu 

adanya dorongan dimensi kedua dari teori Martin Lukes dan Ute Stephan, 

yaitu Innovation Support Inventory/ ISI (dukungan stakeholder dan lembaga). 

Kata Kunci: perilaku kerja inovasi, inovasi birokrasi, pelatihan, ASN, PKP  

 

Pendahuluan  

Perubahan yang terjadi secara terus menerus di era disrupsi menjadi tantangan Aparatur Sipil 

Negara (selanjutnya disingkat ASN) untuk beradaptasi pada perkembangan terkini. Terlebih 

kinerja ASN selama ini dinilai masih rendah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
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Reformasi Birokrasi, Azwar Anas, dalam sebuah pernyataan mengemukakan Indeks Kualitas 

Aparatur Sipil Negara Indonesia lebih rendah dari negara-negara lain, sehingga tranformasi 

kinerja ASN mutlak diperlukan (Nugraheny & Rastika, 2022). Kinerja berpengaruh langsung 

pada kualitas pelayanan publik. Semakin tinggi kinerja ASN semakin tinggi kualitas pelayanan 

publik (Islamiyah, Alyas, & Parawu, 2021). 

 

ASN harus punya perilaku kerja inovatif agar bisa meningkatkan kinerjanya sebagai individu dan 

berkontribusi pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Perilaku kerja inovatif ini  bisa terlihat 

dari gagasan yang inovatif, maupun dari modifikasi yang dilakukan terhadap hal-hal yang 

menarik dari sebuah program kerja. Instansi pemerintah bisa berperan sebagai pengungkit 

perilaku inovatif ASN dengan menciptakan sistem birokrasi yang inovatif (Sinaga, 2023) 

Perilaku inovatif penting dimiliki aparatur pemerintah karena bisa menghasilkan ide-ide dan 

cara kerja baru untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di instansi sehingga 

pada akhirnya  meningkatkan efisiensi dan efektifitas instansi (Murdiastuti, Suhariadi, & 

Sugiarti, 2021).  

 

Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) bertujuan mengembangkan kompetensi peserta 

dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan pengawas guna 

mengendalikan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. 

Terdapat empat agenda pembelajaran yang meliputi : (1) Agenda kepemimpinan Pancasila dan 

bela negara; (2)  Agenda kepemimpinan pelayanan; (3)  Agenda pengendalian pekerjaan ; dan 

(4) Agenda Aktualiasi kepemimpinan. Dalam agenda aktualisasi kepemimpinan, peserta diuji 

kompetensinya dalam membuat aksi perubahan, yakni mengimplementasikan program 

perubahan inovatif untuk mengatasi isu-isu strategis di lingkup organisasinya. Pembelajaran ini 

bersifat project based learning dimana peserta dituntut mampu mengembangkan kualits 

pelayanan publik, bukan hanya dengan pengetahuan dan keterampilan namun juga 

mengembangkan kreatifitas, berpikir kreatif, mampu berkomunikasi dan berkolaborasi. Inovasi 

dihasilkan peserta dari membuat terobosan-terobosan baru maupun dari hasil adopsi selama 

studi lapangan di instansi yang menjadi best practice (Lembaga Administrasi Negara, 2019).  

 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur sebagai penyelenggara 

Pelatihan Kepemimpinan Pengawas untuk aparatur pemerintah di wilayah Kalimantan Timur  

perlu mengevaluasi dampak pelatihan yang sudah dilaksanakan agar bisa mengetahui sejauh 

mana perilaku dan kinerja inovasi aparatur pemerintah setelah kembali ke instansi masing-

masing.  

 

Penelitian terdahulu dan kesenjangan penelitian 

Penelitian mengenai perilaku dan kinerja inovasi aparatur pemerintah dilakukan oleh Robi 

Cahyadi Kurniawan dengan judul artikel “Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah”, 
dipublikasikan di jurnal Fiat Justisia tahun 2016 (Kurniawan, 2016). Artikel ini merupakan upaya 

literasi terhadap program inovasi di beberapa lembaga pemerintah dan potensi program 

tersebut dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah (Kurniawan, 2016, p. 583). Upaya 

kajian serupa dilakukan oleh Titin Rohayatin, dkk., dengan judul artikel “Faktor Penyebab Belum 
Optimalnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Birokrasi Pemerintahan”, 
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dipublikasikan di Jurnal Caraka Prabu pada tahun 2017 (Rohayatin, et al., 2017). Penelitian ini 

merekomendasikan bahwa program peningkatan kinerja, termasuk inovasi, ke dalam strategi 

pengelolaan sumber daya manusia aparatur negara sehingga dapat memberikan pelayanan 

lebih cepat dan tepat kepada masyarakat (Rohayatin, et al., 2017, pp. 30-33).  

 

Penelitian kajian upaya peningkatan kinerja aparatur pemerintah dengan fokus kepada perilaku 

inovasi dilakukan oleh Herlina Murdiastuti, dkk, dengan judul artikel “Perilaku Inovatif Aparatur 
Sipil Negara: Sebuah Studi Pustaka”, dipublikasikan di jurnal Civil Service, tahun 2021 
(Murdiastuti, Suhariadi, & Sugiarti, Perilaku Inovatif Aparatur Sipil Negara: Sebuah Studi 

Pustaka, 2021). Kajian ini menyimpulkan terdapat sepuluh komponen, dengan empat 

komponen internal utama meliputi self-efficacy, literasi, kreativitas dan psikologis; sementara 

faktor lain disimpulkan sebagai knowledge management (Murdiastuti, Suhariadi, & Sugiarti, 

Perilaku Inovatif Aparatur Sipil Negara: Sebuah Studi Pustaka, 2021, pp. 65-68).  

 

Penelitian mengenai program inovasi dalam meningkatkan kinerja aparatur dari segi kebijakan 

dilakukan oleh Haira Zulfia, dkk., dengan judul artikel “Implementasi Kebijakan Inovasi Daerah 
Dalam Peningkatan Kinerja Organisasi Pada Pemerintah Kota Padang”, dipublikasikan di jurnal 
Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi pada tahun 2023 (Zulfia, Endrawan, Rosika, Syamsir, & 

Frinaldi, 2023). Penelitian ini mengkaji pelaksanaan kebijakan inovasi daerah pada Perwako 

Padang Nomor 60 Tahun 2021 dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah setempat, 

dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program peningkatan kinerja inovasi 

dapat mencapai hasil memuaskan dengan tambahan anggaran daerah (Zulfia, Endrawan, 

Rosika, Syamsir, & Frinaldi, 2023, p. 183). 

 

Penelitian serupa dilakukan di wilayah berbeda oleh TB. Rafiudin, dkk., tetapi dengan melihat 

dari sudut pandang kepuasan pelayanan pada masyarakat (Rafiudin, Permana, & Hikmat, 2022). 

Hasil penelitian menunjukkan tercapai kepuasan masyarakat, tetapi tidak dengan pemerataan 

reward kualitas kinerja (Rafiudin, Permana, & Hikmat, 2022, p. 50). Penelitian hipotesis 

dilakukan oleh beberapa peneliti dengan hasil adanya pengaruh program inovasi terhadap 

kinerja aparatur pemerintah (Sinaga, 2023; Kristanti, 2023). 

 

Penelitian mengenai pelatihan kepemimpinan Pengawas salah satunya dilakukan oleh Rutrisme 

Alicia Makawimbang, dkk., dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan 

Kepemimpinan Aparatur Sipil Negara Di Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sangihe”, 
dengan hasil menunjukkan bahwa pelatihan dapat meningkatkan kinerja aparatur negara tetapi 

memiliki tantangan pada jumlah narasumber pendiklat provinsi (Makawimbang, Lengkong, & 

Londa, 2020). Penelitian evaluasi pelatihan kepemimpinan Pengawas juga dilakukan dalam 

konteks penanganganan Covid-19 oleh Abdul Kholik, dengan hasil penelitian menunjukkan 

efektivitas pelatihan dan pada tingkat kelulusan 100% (Kholik, 2021).  

 

Evaluasi pelatihan kepemimpinan juga dilakukan oleh Roma Mantin, dkk., melalui model five 

level ROI-Framework, dengan mendapatkan hasil evaluasi baik dan cukup baik, serta tingkat 

kepuasan tinggi pada obyek penelitian (Mantin, Hidayat, Anriani, Aryanto, & Aminah, 2022). 

Penelitian serupa menggunakan model berbeda, yaitu menggunakan model evaluasi Kirkpatrick 
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Level 1 (Reaction) dan Level 2 (Learning), dilakukan oleh Surjanto dengan menunjukkan bahwa 

kualitas pelatihan sangat baik (Surjanto, 2022). Penelitian serupa dengan obyek berbeda dan 

pendekatan berbeda, yaitu menggunakan model CIPP (Context, Input, Proses dan Output), 

dilakukan oleh Cucu Kartini, dkk., dengan hasil menunjukkan bahwa meskipun kelulusan 

mencapai 100% tetapi masih belum mampu memenuhi target pelatihan, dari segi mekanisme, 

monitoring dan evaluasi program (Kartini, Myrna, & Ismanto, 2023).  

 

Penelitian ini dilakukan dalam rangka melengkapi keterbatasan penelitian-penelitian 

sebelumnya. Keterbatasan penelitian Makawimbang, dkk., terletak pada pengolahan data 

bersifat kualitatif dengan tidak didukung hasil statistik untuk mengetahui efektivitas pada 

jumlah peserta lebih besar (Makawimbang, Lengkong, & Londa, 2020). Pada penelitian dengan 

topik Covid-19 oleh Kholik memiliki sifat pengkhususan topik dan dikaji dalam dua aspek, yaitu 

produk dan hasil (Kholik, 2021). Penelitian oleh Mantin, dkk., Surjanto, dan Kartini, dkk., 

memiliki keterbatasan melihat dari kategori evaluasi pelatihan tanpa mengkaji tindak lanjut dari 

pelatihan tersebut terhadap kinerja aparatur bawahan peserta pelatihan (Mantin, Hidayat, 

Anriani, Aryanto, & Aminah, 2022; Surjanto, 2022; Kartini, Myrna, & Ismanto, 2023). 

Berdasarkan keterbatasan penelitian sebelumnya, penelitian ini berupaya menganalisis dampak 

pelatihan kepemimpinan pengawas terhadap perilaku dan kinerja inovasi aparatur pemerintah 

pada konteks peserta pelatihan kepemimpinan pengawas yang diselenggarakan BPSDM Kaltim.  

 

Kajian Literatur dan Hipotesis 

Kajian Literatur 

Everett M. Rogers menyebutkan bahwa inovasi adalah ide, kegiatan dan obyek baru, yang 

dapat diukur aktivitasnya dari sejak ditemukan hingga digunakan (Rogers, 1983, p. 11). Tatik 

Suryani menyatakan bahwa inovasi hanya pada aspek kebaruan saja (Suryani, 2008). Sementara 

inovasi sebagai upaya komersialitas di sektor bisnis dijelaskan oleh Thomas Halvorsen, dkk 

(Halvorsen, Hauknes, Miles, & Røste, 2005, pp. 2-3).  

 

Peberapan penyelenggaraan program inovasi pada pemerintahan Indonesia, dilakukan sejak 

program otonomi dan desentralisasi daerah pada tahun 2010 (Fatoni, 2021, p. 12). Upaya 

inovasi dikembangkan sejak adanya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, diikuti dengan desain program “Reformasi Birokrasi 
2010-2025” (Fatoni, 2021, pp. 13-14). Program ini berorientasi pada “Rule Based Bureaucracy” 
di periode pertama, “Performance Based Bureaucracy” pada periode kedua, dan diakhiri 
dengan orientasi “Dynamic Governance” pada periode terakhir (Fatoni, 2021, pp. 14-15).  

Program ini merupakan inovasi dari pemerintahan era 1.0 menjadi pemerintaha era 4.0, 

terutama dengan adanya system aplikasi elektronik pada pembangunan kapasitas, yang disebut 

sebagai “Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)” (Fatoni, 2021, pp. 18-19).  

 

Tantangan inovasi birokrasi di Indonesia terletak pada tata aturan pendukung. Beberapa kepala 

daerah mengalami kesulitan pada saat melakukan adaptasi program inovasi, dengan beberapa 

kepala daerah/ instansi mengalami persoalan dengan hukum. Oleh karena itu pemerintah pusat 
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menyusun perundangan hingga surat edaran untuk melengkapi pelaksanaan program inovasi 

“Reformasi Birokrasi 2010-2025” (Fatoni, 2021, pp. 34-38).  

 

Runutan peraturan tersebut kemudian dirumuskan ke dalam “Skema Triple Helix Inovasi 
Daerah” untuk mendorong inovasi birokrasi di tingkat daerah. Skema ini berbasis pada 3 
penggerak utama, yaitu pemerintah, industri/ dunia usaha dan PT & Lembaga IPTEK. 

Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator, kelompok industri dan dunia usaha 

sebagai pengguna dan pendorong, sementara perguruan tinggi dan lembaga IPTEK 

diproyeksikan sebagai penghasil inovasi. Ketika pemeran skema inovasi ini bersinergi dalam 

melakukan koordinasi, kompetensi, kolaborasi, asistensi dan kerjasama menuju tujuan inovasi 

birokrasi. Sasaran aktivitas inovasi birokrasi unutk mencapai tujuan inovasi daerah adalah 

meningkatkan kinerja penyelenggara Pemda dan memercepat terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat, dengan sasaran meliputi meningkatkan pelayanan public, memberdayakan dan 

meningkatkan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah (Fatoni, 2021, pp. 

59-64). 

 

Perilaku inovasi dianggap ahli sebagai konsekuensi kumpulan persepsi dan sikap individu 

setelah mengamati sesuatu hal (Hult, Hurley, & Knight, 2004). Perilaku kerja inovatif secara 

klasik didefinisikan sebagai tahapan menciptakan, memperkenalkan, dan menerapkan ide-ide 

baru dalam lingkup kerja (Scott & Bruce, 1994; Janssen, 2000). Pada sisi kinerja, perilaku inovasi 

merupakan bentuk dari ketidakpuasan pada kinerja pendahulunya untuk mencapai target 

kinerja saat ini sehingga mencapai kepuasan kerja (Ayala, Silla, Tordera, Lorente, & Yeves, 

2017). Pada awalnya inovasi dalam pekerjaan didefinisikan sebagai upaya adaptasi rangka 

menghasilkan keuntungan sebagai produk dari pekerjaan (Scott & Bruce, 1994; Janssen, 2000). 

Secara spesifik, Onne Jansen menyebutkan bahwa perilaku inovatif bersifat kompleks dengan 

memenuhi tiga tahapan, yaitu pengolahan gagasan, mendorong gagasan, dan merealisasikan 

gagasan (Janssen, 2000). Dalam tahapan gagasan, De Jong dan Den Hartog menyatakan adanya 

empat tahapan, meliputi eksplorasi gagasan, pengolahan gagasan, memerjuangkan gagasan, 

dan penerapan gagasan (De-Jong & Den-Hartog, 2010). 

 

Di dalam pengembangan inovasi birokrasi Indonesia, Agus Fatoni menyebutkan terdapat 10 

langkah strategi membudayakan inovasi, yaitu pola pemecahan masalah, kebijakan Koefisien 

Dasar Hijau atau KDH, evaluasi kinerja inovatif, koordinasi vertikal dan horizontal, marketing, 

kompetisi antar daerah, manajemen inovasi, inovasi berkelanjutan, pusat/ wadah inovasi dan 

pengukuran indicator kinerja utama (Fatoni, 2021, pp. 72-77). Dalam rangka membudayakan 

inovasi ini penyusun inovasi birokrasi tersebut, pemerintah juga memiliki landasan berpikir 

dengan merubah budaya kerja lama menjadi budaya kerja baru. Pada pemaparan program 

reformasi birokrasi, terdapat enam aspek budaya inovasi pada birokrasi, yaitu: mendorong 

budaya belajar, menciptakan iklim kompetisi sehat pada ASN, pengelolaan mekanisme insentif 

dan disinsentif memadai, adanya kepastian kesempatan setara pada seluruh ASN, 

pengembangan kemampuan inovasi berkelanjutan pada ASN, dan studi banding, baik antar 

daerah maupun dengan negara lain (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia, 2020, pp. 13-20).  
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Kinerja inovasi adalah aktivitas mengidentifikasi dan menerapkan, dilakukan oleh individu, 

kelompok atau lembaga berdasarkan tahapan siklus kompleks terdiri dari ide, proses, produk 

atau mekanisme, dengan tujuan memeroleh keuntungan signifikan kepada individu, kelompok 

atau lembaga tersebut (Faraz, Mughal, Ahmed, Raza, & Iqbal, 2019; Wang, Meng, & Cai, 2019).  

 

Kinerja inovasi dianggap ahli merupakan sebuah dorongan atasan untuk berkembang (Osborn & 

Gaebler, 1996). Alan J. Holden, dkk., menyepakati kinerja inovasi memiliki skema dengan 

pusatnya adalah para integrators, dan dikelilingi oleh para problem solvers, enablers, conveners, 

dan motivators. Masing-masing peran meliputi fungsi: integrators adalah sekelompok orang 

untuk memastikan proses inovasi terus berjalan dan dapat diakses; problem solvers adalah 

sekelompok lembaga/ korporasi pencetus siklus inovasi untuk menjawab tantangan; enablers 

merupakan sekelompok orang dengan kewenangan memudahkan akses sumber daya, 

pelatihan, data dan pendanaan bagi para kelompok problem solvers, conveners adalah 

sekelompok orang berperan dalam arus informasi, pengetahuan dan sumber daya serta 

menjadi rekan dalam penyelesaian tantangan, sekaligus menyusun cara taktis untuk 

mencapai\tujuan’ motivators berfungsi sebagai penyedia insentif untuk mendukung dan 

menorong kelompok problem solvers, meliputi bonus, hadiah, penghargaan, kebijakan dan 

regulasi (Holden, Braun, Lee, Phelps, & Samuelson, 2017, pp. 4-11).  

 

Kedua definisi di atas sesuai dengan makna kinerja inovasi ASN oleh Erna Setijaningrum 

berdasarkan teori Inovasi Birokrasi oleh David Osborn dan Ted Gaebler, bahwa kinerja inovasi 

lebih ke pengarahan, bukan pelayanan publik; berfokus pada pengarahan, bukan pada produksi 

pelayanan (“Pemerintah menjadi Pengarah”); berfokus lebih kepada pemberdayaan, bukan 
melayani (“Pemerintah adalah Milik Masyarakat”); berfokus pada memupuk persaingan di 
dalam pelayanan (“Pemerintahan yang Kompetitif”); memiliki penggerak berbasis misi, bukan 

peraturan (“Pemerintah Digerakkan oleh Misi”); pembiayaan berpaku pada hasil, bukan 
masukan (“Pemerintah Berorientasi pada Hasil”); berpaku pada pemenuhan kebutuhan 
pelanggan, bukan birokrasi (“Pemerintah Berorientasi pada Pelanggan”); berpaku pada 

menghasilkan dibandingkan membelanjakan (“Pemerintahan Wirausaha”); kinerja bersifat 
pencegahan, dibandingkan memerbaiki (“Pemerintahan Antisipatif”); hierarki kinerja lebih 
diarahkan pada partisipasi dan tim kerja (“Pemerintah Desentralisasi”); dan memicu perubahan 

berdasarkan mekanisme pasar (“ Pemerintah Berorientasi pada Mekanisme Pasar”) 
(Setijaningrum, 2009, pp. 89-96; Osborn & Gaebler, 1996).  

 

Diklat inovasi adalah satu dari tujuh aspek penting dalam ekosistem inovasi, dengan ruang 

lingkup mendorong kurikulum inovasi untuk meningkatkan kapasitas melalui bekal metode 

berinovasi dalam lingkungan kerja sesuai peraturan dan perundangan. Tahap berikutnya dari 

tujuan diklat adalah memaksimalkan diklat kepemimpinan (PIM) dengan menerapkan langsung 

pada upaya inovasi pada unit kerjanya, baik secara kemampuan sumber daya aparatur maupun 

kualitas pelayanan lembaga (Fatoni, 2021, pp. 78-79). Salah satu program mendorong inovasi 

birokrasi, Kementerian Dalam Negeri pernah mengadakan kompetisi program kerja IGA 

(Innovative Government Award) pada tahun 2020 dengan harapan pelatihan dapat 

menghasilkan program realistis sebagai penyelesai masalah pada wilayah kerja peserta diklat. 

Selain itu Kementerian Dalam Negeri menyusun program jamboree inovasi tingkat kelompok 
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masyarakat atau komunitas, dengan harapan masyarakat terdorong memilih kepala daerah 

berprestasi (Fatoni, 2021, pp. 116-118). 

 

Pentingnya pembekalan budaya dan kinerja inovasi melalui diklat kepemimpinan berdasar pada 

definisi pimpinan berfungsi sebagai penentu pelaksanaan dan penataan tugas dan personil, 

termasuk menentukan perilaku inovatif individu pada sebuah lembaga (De-Jong & Den-Hartog, 

2010). Perilaku kinerja inovatif diterjemahkan oleh pimpinan berdasarkan ekspektasi bawahan 

dalam mengembangkan kinerja inovasi, kreativitas dan pengelolaan pekerjaan individu setiap 

aparatur dengan setiap target kerjanya (Dierendonck, 2011). 

 

Pembekalan sikap pimpinan menentukan tingkat kinerja inovasi aparatur. Penelitian Jeroen De-

Jong dan Deanne Den-Hartog menyebutkan bahwa pimpinan perlu memberikan kesempatan 

evaluasi kepada bawahan untuk membangun kemampuan kinerja inovasi dalam hal eksplorasi 

dan kreativitas (De-Jong & Den-Hartog, 2010). Penelitian lain menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan positif antara kualitas interaksi pimpinan dan bawahan secara personal maupun 

professional, terutama dalam hal penyelesaian target pekerjaan, dengan kinerja inovatif 

bawahan (Yuan & Woodman, 2010).  

 

Di sisi lain pimpinan perlu memiliki bekal dalam mengidentifikasi tantangan pada pencapaian 

kinerja pada lembaga unit kerjanya, dengan mendorong kinerja inovasi melalui penggalian 

potensi aparatur sebagai penyelesai masalah (Zhou & Shalley, 2023). Dalam hal ini pimpinan 

perlu memiliki kemampuan identifikasi peluang-peluang untuk menjawab tantangan 

pencapaian kinerja lembaganya dengan cepat dan tepat (Harianto, Widodo, & Kananlua, 2021, 

p. 288). 

 

Diklat kepemimpinan dengan pembekalan Kepemimpinan Berbasis Melayani juga dianggap 

memengaruhi kinerja inovasi sebuah lembaga. Penelitian kinerja inovasi pada perusahaan oleh 

James Tatilu, dkk., mendapatkan hasil bahwa terdapat hubungan positif antara kemampuan 

mendengarkan keluh kesah bawahan dengan kinerja karyawan (Tatilu, Lengkong, & Sendow, 

2014). Penelitian sikap berpirinsip pada pelayanan bagi seorang pimpinan juga terbukti 

menghasilkan efektivitas pekerjaan baik dari pimpinan maupun bawahan (Guillaume, 

Honeycutt, & Savage-Austin, 2013). Penelitian lain menunjukkan bahwa prinsip pelayanan 

mampu mendorong tingkat keterlibatan karyawan sehingga memenuhi kepuasan karyawan 

hingga mencapai peningkatan pencapaian perusahaan (Jaramillo, Grisaffe, Chonko, & Roberts, 

2009; Jaramillo, Grisaffe, Chonko, & Roberts, 2009; Mehta & Pillay, 2011; Farrington & Lillah, 

2019; Zhou & Shalley, 2023).  

 

Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini memiliki variabel penelitian dari penelitian terdahulu oleh Martin Lukes 

dan Ute Stephan dengan judul “The Innovative Behavior and Innovation Support Inventories 

across Cultures”, yang menyebutkan bahwa pengukuran perilaku inovasi pekerja menggunakan 

2 dimensi perilaku inovasi, yaitu dimensi pengukuran perilaku inovasi (Innovative Behavior 

Inventory/ IBI) dan pengukuran pendukung inovasi (Innovation Support Inventory/ ISI). Kedua 

dimensi tersebut diperjelas ke dalam 6 aspek, yaitu dimensi perilaku inovasi terdiri dari 
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indikator pengukuran tingkat inovasi dan kreatifitas individu (measures of creativity and 

innovativeness as a personality trait), mengukur kinerja inovasi (unidimensional measures of 

innovative behavior at work), mengukur perilaku pencapaian inovasi (measures of innovation 

champion behaviour), mengukur berbagai gejala aktivitas inovasi termasuk hasil inovasi 

(multidimensional measures of innovative activity, including innovation outputs); dan dimensi 

pendukung inovasi terdiri dari: mengukur dukungan lembaga terhadap inovasi (measures of 

organizational innovation support), dan mengukur dukungan pranata (measures of managerial 

innovation support) (Lukes & Stephan, 2017, pp. 9-11).  

 

Pada penelitian ini akan melihat hanya dimensi perilaku inovasi saja, terdiri dari 7 variabel 

untuk memenuhi 4 aspek pada dimensi perilaku inovasi sesuai teori dasar Perilaku Inovasi. 

Daftar item pernyataan hipotesa selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1. 

 
Tabel 1. Tabel Variabel dan Indikator Hipotesa 

Variabel Indikator Acuan Teori Dasar Kode 

Pengolahan 

gagasan  

Saya mencoba hal baru dalam bekerja  (Lukes & Stephan, 2017) Pro1 

Saya lebih menyukai pekerjaan menggunakan gagasan 

original 
(Jackson, 1994) 

Pro2 

Ketika menemui kendala dalam bekerja, saya mencoba 

menemukan solusi baru 

(Lukes & Stephan, 2017) 

Pro3 

Pencarian 

gagasan  

Saya berusaha mencari gagasan baru dari rekan kerja 

atau klien 

Pen1 

Saya tertarik dengan cara bekerja di tempat lain dan 

bagaimana menerapkannya dalam pekerjaan saya 

Pen2 

Saya mencari gagasan baru dari orang lain dan 

menerapkannya agar mencapai hasil terbaik pada 

pekerjaan saya 

Pen3 

Komunikasi 

gagasan  

Ketika saya memiliki gagasan baru, saya mencoba 

membujuk rekan saya untuk menerapkannya 

Kom1 

Ketika saya memiliki gagasan baru, saya mencoba 

meminta dukungan kepada atasan 

Kom2 

Saya mencoba menunjukkan rekan saya sisi baik dari 

sebuah gagasan baru 

Kom3 

Ketika saya memiliki gagasan baru, saya mencoba 

melibatkan orang lain untuk bekerja bersama saya 

Kom4 

Inisiasi 

penerapan 

gagasan  

Saya menyusun rencana dan jadwal penerapan gagasan 

baru  

(Scott & Bruce, 1994) 

Impl1 

Saya mencari dan menyisihkan anggaran diperlukan 

dalam penerapan gagasan baru  

Impl2 

Saya mencari teknologi, proses dan prosedur baru 

untuk menerapkan gagasan baru  

Impl3 

Keterlibatan 

orang lain  

Ketika saya menemukan masalah pada saat 

menerapkan inovasi, saya meminta bantuan rekan yang 

saya anggap ahli/ berwenang 
(Howell, Shea, & Higgins, 

2005) 

Pel1 

Saya mencoba menjadi bagian pengambil keputusan 

pada aktivitas penerapan gagasan 

Pel2 

Ketika saya memiliki gagasan baru, saya mencari orang 

yang dapat menyegerakan penerapan gagasan tersebut  
(Lukes & Stephan, 2017) 

Pel3 
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Variabel Indikator Acuan Teori Dasar Kode 

Pemecahan 

masalah  

Saya selalu mampu mengatasi masalah pada saat 

menerapkan sebuah gagasan  

(Howell, Shea, & Higgins, 

2005) 

Pem1 

Saya tidak menyerah meskipun orang lain mengatakan 

saya tidak mungkin berhasil  

Pem2 

Saya biasanya tidak berhenti hingga berhasil mencapai 

tujuan  

Pem3 

Saya merasa yakin dapat menerapkan gagasan 

meskipun saat ini sedang menghadapi kendala 

(Lukes & Stephan, 2017) 

Pem4 

Kinerja inovasi  

Saya sering berhasil menerapkan gagasan sendiri dan 

menerapkannya di tempat saya bekerja  

Kin1 

Banyak gagasan saya diterapkan di tempat saya bekerja  Kin2 

Saya dapat mengembangkan pekerjaan di manapun 

saya ditempatkan  

Kin3 

 

Metode Riset 

Rancangan Penelitian 

Penelitian dilakukan secara kuantitatif untuk menentukan dampak pelatihan kepemimpinan 

pengawas terhadap perilaku dan kinerja inovasi aparatur pemerintah. Penelitian dilakukan di 

wilayah Kalimantan Timur sehingga konteks penelitian adalah adanya pengaruh kinerja inovasi 

terhadap peserta pelatihan kepemimpinan pengawas yang diselenggarakan BPSDM Kaltim. 

Variabel hipotesa diturunkan dari teori-teori pada tabel 1 untuk menentukan bagaimana 

pengaruh pelatihan terhadap kinerja ASN di Kalimantan Timur. 

 

Setelah mendapatkan data, dilakukan analisa statistik variabilitas dan validitas penelitian. Alat 

ukurnya menggunakan indeks KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) sama dengan atau di atas 0,5 (Joseph 

F. Hair, Gabriel, Silva, & Jr., 2019, pp. 497-505); sementara pengukuran reabilitas dilakukan 

dengan melihat indeks Cronbach Alpha sama dengan atau lebih dari 0,6 (Sekaran & Bougie, 

2010, pp. 344-345). Tahap berikutnya adalah menentukan tingkap perilaku inovasi dan tingkat 

kinerja inovasi sebelum dan sesudah pelatihan. Tahap terakhir adalah menguhi hipotesis 

pengaruh pelatihan kepemimpinan pengawas terhadap perilaku inovasi dan kinerja inovasi 

dengan menggunakan paired t-test pada tingkat signifikansi 5%.  

 

Metode Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan dari peserta pelatihan pengawas di BPSDM Kaltim, dengan metode sampling 

terukur, yaitu peserta pelatihan pengawas angkatan XVI di BPSDM Kaltim. Sampling ini 

dianggap mampu mewakili seluruh pengawas di Kaltim karena memiliki latar belakang budaya 

sama, peraturan daerah dan kebijakan sama, serta menerima materi kepemimpinan inovasi 

sama. Setiap responden dibagikan lembar kuesioner untuk diisi. Para responden diminta 

persetujuannya terhadap pernyataan yang merepresentasikan indikator penelitian, dengan 

menggunakan skala Likert.  
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Hasil dan Pembahasan 

Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan responden seluruh peserta pelatihan pengawas angkatan XVI, 

dengan rata-rata memiliki jabatan Kepala Sub-Bagian, Kepala Seksi, atau Kepala UPTD, dengan 

golongan berkisar dari III/B – IV/A. Profil responden akan dapat memberikan gambaran 

terhadap latar belakang individu peserta, dari sisi usia, budaya, latar belakang pendidikan dan 

pencapaian kerja. Berikut profil responden selengkapnya. 

Tabel 2. Profil Responden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat rata-rata berusia 35 – 55 dengan hanya 3 responden 

berusia di bawah 35. Artinya, responden rata-rata merupakan generasi milenilal, hanya sedikit 

responden berasal dari generasi zoomer. Keseluruhan peserta berasal dari unit kerja di bawah 

Kabupaten Paser, Kalimantan Timur sehingga bisa dianggap memiliki budaya organisasi sama. 

Golongan berpotensi menunjukkan pencapaian kinerja, motivasi bahkan ambisi dalam 

pekerjaan. Dalam hal ini tentu saja penggalian data lebih lanjut diperlukan untuk melihat 

keterangan golongan berkaitan dengan budaya dan motivasi dalam memimpin inovasi di unit 

kerjanya. Masa kerja dapat menggambarkan masa pengalaman responden pada unit kerjanya, 

dengan asumsi responden bekerja pada unit kerja sama meskipun berpindah penempatan, dan 

selalu di area Kalimantan Timur. Hal ini dapat memerkuat kajian mengenai latar belakang 

budaya individu dan bagaimana budaya kerja dapat memengaruhi kinerja terutama dalam hal 

inovasi. 

Variabel Parameter Prosentasi (%) 

Usia 

30-34 7,5 

35-44 37,5 

45-55 55,0 

Jenis Kelamin 
Laki-laki 67,5 

Perempuan 32,5 

Pendidikan 

D3 37,5 

S1  57,5 

S2 05,0 

S3 0,0 

Lama bekerja sebagai PNS 

0-5 0,0 

6-10 05,0 

11-15 45,0 

16-20 25,0 

21-25 17,5 

25-30 07,5 

Jabatan 

Penata Muda (III/B) 40,0 

Penata (III/C) 37,5 

Penata Tingkat I (III/D) 17,5 

Pembina (IV/A) 05,0 

Instansi asal Pemkab Paser 100,0 

Jumlah Total 40 
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Seluruh responden mengisi kuesioner kemudian dilakukan uji statistik terhadap kuesioner 

tersebut. Uji pertama yaitu melakukan uji statistik deskriptif terhadap setiap item pernyataan 

pada setiap indikator. Hasil statistik lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 3.  

 
Tabel 3. Hasil Statistik Deskriptif 

Variabel 
Kode 

Indikator 

Sebelum Pelatihan Sesudah Pelatihan 

Kesimpulan 
KMO 

Loading 

Factor 

Cronbach 

Alpha 
KMO 

Loading 

Factor 

Cronbach 

Alpha 

Pengolahan 

gagasan  

Pro1 .747 .912 .895 .640 .915 .806 Valid & reliabel 

Pro2  .896   .806  Valid & reliabel 

Pro3  .919   .828  Valid & reliabel 

Pencarian 

gagasan  

Pen1 .727 .876 .833 .648 .784 .772 Valid & reliabel 

Pen2  .891   .896  Valid & reliabel 

Pen3  .862   .820  Valid & reliabel 

Komunikasi 

gagasan  

Kom1 .816 .924 .912 .778 .885 .877 Valid & reliabel 

Kom2  .896   .816  Valid & reliabel 

Kom3  .888   .891  Valid & reliabel 

Kom4  .848   .828  Valid & reliabel 

Inisiasi 

penerapan 

gagasan  

Impl1 .745 .904 .884 .663 .885 .767 Valid & reliabel 

Impl2  .893   .773  Valid & reliabel 

Impl3  .912   .841  Valid & reliabel 

Keterlibatan 

orang lain  

Pel1 .617 .738 .793 .656 .839 .765 Valid & reliabel 

Pel2  .863   .884  Valid & reliabel 

Pel3  .917   .760  Valid & reliabel 

Pemecahan 

masalah  

Pem1 .850 .905 .916 .722 .830 .821 Valid & reliabel 

Pem2  .887   .913  Valid & reliabel 

Pem3  .879   .946  Valid & reliabel 

Pem4  .917   .563  Valid & reliabel 

Kinerja 

inovasi  

Kin1 .693 .865 .815 .658 .755 .782 Valid & reliabel 

Kin2  .813   .863  Valid & reliabel 

Kin3  .896   .890  Valid & reliabel 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa keseluruhan item memiliki validitas dan 

reliabilitas lebih dari 0,5 sehingga setiap item layak untuk diujikan. Dengan kata lain item 

mampu mewakili setiap aspek dimensi inovasi kinerja. Oleh karena itu pengujian berikutnya 

dapat dilakukan untuk selanjutnya mengetahui dampak pelatihan pengawas oleh BPSDM Kaltim 

terhadap kinerja inovasi ASN di Kalimantan Timur. 

Penelitian hipotesa dilakukan sejak peserta sebelum diberikan materi kepemimpinan untuk 

melihat kinerja inovasi pada dirinya. Setelah pemberian materi tuntas, peserta diminta kembali 

untuk mengerjakan kuesioner sehingga didapatkan indeks tingkat kinerja inovasi setelah 

pelatihan. Hasil kuesioner dilakukan pengujian dan pembandingan sebagaimana dapat dilihat 

pada tabel 4 di bawah ini. 
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Tabel 4. Nilai Perilaku dan Kinerja Inovasi 

Variabel 
Nilai Rataan Sebelum Pelatihan Nilai Rataan Sesudah Pelatihan 

Perilaku Inovasi 

Pengolahan gagasan  3.2333 4.2167 

Pencarian gagasan  3.1917 4.1583 

Komunikasi gagasan  3.1875 4.2313 

Inisiasi penerapan gagasan  2.9833 4.0750 

Keterlibatan orang lain  3.1750 3.8833 

Pemecahan masalah  3.2313 4.0750 

Kinerja Inovasi 3.3250 4.2500 

 

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat adanya perbedaan tingkat inovasi, baik dari segi budaya 

maupun kinerja pada peserta pelatihan pengawas oleh BPSDM Kaltim. Hal ini menunjukkan 

adanya pengaruh positif terhadap materi diklat kepemimpinan terhadap perilaku inovasi dan 

mencapai kinerja inovasi di unit kerja para peserta diklat. 

Tahap terakhir penelitian adalah dilakukan uji hipotesis pada perbedaan sebelum dan sesudah 

menerima diklat kepemimpinan. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 5 dengan menunjukkan 

setiap indikator menghasilkan hipotesis diterima. 

 
Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis 

Variabel Nilai Sesudah 

Pelatihan – Nilai 

Sebelum Pelatihan 

Nilai t Sig. (2-tailed) 
Kesimpulan 

Hipotesis 
Perilaku Inovasi 

Pengolahan gagasan  .98333 6.357 .000 Diterima 

Pencarian gagasan  .96667 7.164 .000 Diterima 

Komunikasi gagasan  1.04375 7.376 .000 Diterima 

Inisiasi penerapan gagasan  1.09167 8.054 .000 Diterima 

Keterlibatan orang lain  .70833 4.795 .000 Diterima 

Pemecahan masalah  .84375 6.331 .000 Diterima 

Kinerja Inovasi .92500 6.891 .000 Diterima 

 

Hasil uji hipotesis tersebut membuktikan bahwa adanya pengaruh positif dari pelatihan 

kepemimpinan terhadap budaya inovasi dan kinerja inovasi diri yang dapat memengaruhi 

individu, kelompok hingga lembaga unit kerja tempat peserta pelatihan. Materi diklat terbukti 

secara positif dapat memengaruhi budaya kinerja seseorang terutama pada sikap inovasi. 

Keseluruhan aspek inovasi terpenuhi, meliputi Pengolahan gagasan, Pencarian gagasan, 

Komunikasi gagasan, Inisiasi penerapan gagasan, Keterlibatan orang lain, Pemecahan masalah, 

dan Kinerja Inovasi, menunjukkan bahwa pelatihan menjadi kunci bagi terbangunnya budaya 

inovasi pada diri yang selanjutnya diterapkan hingga mencapai kinerja inovasi. 

 

Pembahasan dan Diskusi 

Penelitian ini didasarkan pada kajian teoritis mengenai pentingnya inovasi di dalam 

peningkatan kinerja, dalam hal ini lingkup pemerintahan. Pertanyaan hipotesa meliputi teori 

perilaku inovasi, diukur dari budaya, motivasi, perilaku penerapan hingga upaya pencapaian 



87 

 

optimalisasi target pekerjaan sebagai akibat dari sikap inovasi (Scott & Bruce, 1994; Jackson, 

1994; Lukes & Stephan, 2017).  

 

Demikian juga sebaliknya, diklat atau pelatihan kepemimpinan terbukti dapat membangun 

kemampuan inovasi yang selanjutnya dapat berkontribusi pada dirinya dan bawahan di lingkup 

pemerintahan termpat peserta bekerja. Hal ini berarti materi diklat kepemimpinan mengenai 

inovasi dapat didukung memiliki landasan teoritis atau dapat didukung secara teoritis sehingga 

layak menjadi faktor penting dalam membudayakan inovasi di lingkungan pemerintahan 

(Fatoni, 2021, pp. 78-79). Pada penelitian diperoleh bahwa perilaku inovasi memang 

merupakan konsekuensi kumpulan persepsi dan sikap individu terhadap epkerjaan (Hult, 

Hurley, & Knight, 2004). Perilaku kerja inovatif juga jelas merupakan tahapan menciptakan, 

memperkenalkan, dan menerapkan ide-ide baru dalam lingkup kerja (Scott & Bruce, 1994; 

Janssen, 2000).  

 

Berdasarkan variabel penelitian, proses inovasi pada pimpinan memiliki tahapan eksplorasi 

gagasan, pengolahan gagasan, mendorong gagasan, (De-Jong & Den-Hartog, 2010; Janssen, 

2000). Kinerja inovasi dianggap ahli merupakan sebuah dorongan atasan untuk berkembang 

(Osborn & Gaebler, 1996). Sebagaimana disampaikan oleh Alan J. Holden, dkk., penelitian 

membuktikan bahwa kinerja inovasi memnuhi skema dengan pusatnya adalah para integrators, 

dan dikelilingi oleh para problem solvers, enablers, conveners, dan motivators. Masing-masing 

peran meliputi fungsi: integrators adalah sekelompok orang untuk memastikan proses inovasi 

terus berjalan dan dapat diakses; problem solvers adalah sekelompok lembaga/ korporasi 

pencetus siklus inovasi untuk menjawab tantangan; enablers merupakan sekelompok orang 

dengan kewenangan memudahkan akses sumber daya, pelatihan, data dan pendanaan bagi 

para kelompok problem solvers, conveners adalah sekelompok orang berperan dalam arus 

informasi, pengetahuan dan sumber daya serta menjadi rekan dalam penyelesaian tantangan, 

sekaligus menyusun cara taktis untuk mencapai\tujuan’ motivators berfungsi sebagai penyedia 

insentif untuk mendukung dan menorong kelompok problem solvers, meliputi bonus, hadiah, 

penghargaan, kebijakan dan regulasi (Holden, Braun, Lee, Phelps, & Samuelson, 2017, pp. 4-11).  

 

Pada aspek manajerial, sebuah budaya inovasi apalagi hingga menuju optimalisasi pencapaian 

target kinerja lembaga, maka harus didukung dari segi pengambilan kebijakan dan sumber daya 

oleh tim manajerial. Artinya, budaya inovasi tidak dibangun secara teoritis melalui pelatihan 

tetapi juga dikembangkan di sebuah lembaga hingga menjadi budaya organisasi. Dalam hal ini 

perlunya peraturan memadai dari seluruh aspek hingga penyediaan anggaran sumber daya 

menjadi kunci bagi keberlangsungan budaya dan kinerja inovasi.  

 

Apabila melihat dari profil responden, pendidikan terendah setingkat D-3 dengan pangkat 

golongan III/B sebanyak 7 orang, III/C sebanyak 4 orang, dan III/D sebanyak 2 orang (masa kerja 

30 dan 26 tahun). Pada golongan III/D dengan pendidikan terakhir tingkat S-2 memiliki masa 

kerja sebanyak 12 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam birokrasi pemerintahan, latar 

belakang pendidikan terakhir menjadi prasyarat administrasi, namun dalam hal kinerja lebih 

dibutuhkan penamaman aspek kinerja. Dalam hal ini kinerja inovasi ditanamkan di dalam 

budaya kerja, baik secara individu maupun lembaga. Di sinilah pelatihan-pelatihan memiliki 
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peran penting dalam pengayaan motivasi inovasi untuk mewujudkan pencapaian misi lembaga, 

sehingga tercapailah inovasi birokrasi dengan dibuktikan pencapaian secara kualitatif maupun 

kepuasan masyarakat. Sebagaimana pernyataan Jeroen De-Jong dan Deanne Den-Hartog 

bahwa pembekalan budaya dan kinerja inovasi melalui pelatihan kepemimpinan penting karena 

pimpinan merupakan pengambil keputusan unit kerjanya (De-Jong & Den-Hartog, 2010). 

Hingga saat ini tantangan inovasi birokrasi di Indonesia terletak pada tata aturan pendukung 

sehingga pemerintah pusat menyusun perundangan dan peraturan untuk melengkapi 

pelaksanaan program inovasi “Reformasi Birokrasi 2010-2025” (Fatoni, 2021, pp. 34-38). Pada 

penelitian berikutnya perlu digali lebih lanjut bagaimana peraturan tersebut dalam upaya 

pemercepat, pengoptimal, dan bagaimana tingkat keberhasilan inovasi birokrasi dapat dicapai.  

 

Perilaku kinerja inovatif seharusnya diputuskan berdasarkan ekspektasi bawahan dalam 

mengembangkan kinerja inovasi, kreativitas dan pengelolaan pekerjaan individu setiap aparatur 

dengan setiap target kerjanya (Dierendonck, 2011). Pada sisi kinerja, perilaku inovasi 

merupakan bentuk dari ketidakpuasan pada kinerja pendahulunya untuk mencapai target 

kinerja saat ini sehingga mencapai kepuasan kerja (Ayala, Silla, Tordera, Lorente, & Yeves, 

2017). Perlu adanya penggalian apakah inovasi oleh pimpinan merupakan jawaban dari 

kebutuhan bawahan sehingga terwujud inovasi birokrasi sesuai target pemerintah. Di sisi lain 

inovasi dalam pekerjaan didefinisikan sebagai upaya adaptasi rangka menghasilkan keuntungan 

sebagai produk dari pekerjaan (Scott & Bruce, 1994; Janssen, 2000). Oleh karena itu penelitian 

selanjutnya perlu mengkaji lebih lanjut untuk melihat bagaimana program inovasi ini dapat 

memajukan lembaga tersebut, untuk selanjutnya dapat memajukan daerahnya. 

 

Kesimpulan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara pelatihan 

kepemimpinan pengawas dengan penerapan inovasi, baik dari membudayakan inovasi hingga 

mencapai kinerja inovasi di unit kerja peserta pelatihan. Secara teoritis hal ini berarti pelatihan 

mampu menjadi aspek penting dalam keberlangsungan program inovasi birokrasi pemerintah, 

sementara dari sisi manajerial masih perlu diamati adanya dukungan eksternal, baik dari segi 

kebijakan, sumber daya dan anggaran. 

 

Penelitian ini hanya menyelidiki satu dari dua dimensi Martin Lukes dan Ute Stephan, yaitu 

hanya melihat perilaku inovasi tanpa melihat dukungan dari lembaga, baik dari segi dorongan 

motivasi hingga sumber daya maupun anggaran. Oleh Karena itu penelitian berikutnya perlu 

mencari hubungan antara perilaku inovasi dan faktor pendukung terjadinya inovasi hingga 

dampaknya terhadap peningkatan kinerja. 
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